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Abstrak: Penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Pemberdayaan 

Masyarakat Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan di Kota Pontianak. Data jumlah kemiskinan di kota 

Pontianak menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan. Namun melonjak jumlahnya di tahun 2020 

yang sebelumnya 29.171 jiwa menjadi 30.700 jiwa dan kemudian menurun lagi jumlahnya di tahun 

2022 menjadi 29.610 jiwa. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas pemerintah daerah dalam hal ini Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi melalui Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja dan Produktivitas 

Tenaga Kerja (UPT PKPTK) Kota Pontianak untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan 

masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskrtiptif kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menurunkan Angka 

Kemiskinan di Kota Pontianak sudah berjalan baik hal ini dilihat dari indikator kesesuaian antara 

program dan pemanfaatan, kesesuaian antara program dengan organisasi, serta kesesuaian antara 

kelompok pemanfaat dan organisasi pelaksana. 

 

Kata Kunci: Implementasi Program, Program Pemberdayaan Masyarakat, Kemiskinan 

 

Abstract: : This study aims to determine the Implementation of the Community Empowerment Program 

to Reduce Poverty Rates in Pontianak City. Data on the number of poverty in Pontianak city shows an 

increase and decrease. However, the number jumped in 2020 from 29,171 people to 30,700 people and 

then decreased again in 2022 to 29,610 people. Therefore, it is the duty of the local government in this 

case the Manpower and Transmigration Office through the Pontianak City Technical Implementation 

Unit for Job Training and Labor Productivity (UPT PKPTK) to reduce poverty through community 

empowerment. This research uses a qualitative descriptive research method. The results showed that 

the Implementation of the Community Empowerment Program to Reduce Poverty Rates in Pontianak 

City has been running well, this can be seen from the indicators of suitability between programs and 

utilization, suitability between programs and organizations, and suitability between user groups and 

implementing organizations. 
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I.   Pendahuluan 

Salah satu tugas pemerintah daerah adalah penanggulangan kemiskinan dan 

pemberdayaan masyarakat yang meliputi berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, dan 

budaya. Rasyid (dalam Wulandari et al., 2022) juga menyebutkan bahwa selain fungsi 

pelayanan dan pembangunan, pemerintahan juga melaksanakan fungsi pemberdayaan. 

Kesejahteraan masyarakat dapat diperoleh dengan upaya penanggulangan kemiskinan melalui 

pemberdayaan masyarakat. Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan global yang menjadi 

tantangan bagi tiap-tiap negara di dunia baik negara berkembang maupun negara maju. 

Soekanto (dalam Daud & Marini, 2018) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah kondisi 

seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka berdasarkan 

taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga serta fisiknya di kelompok. 

Kemiskinan tidak hanya dalam faktor ekonomi namun juga dari faktor non-ekonomi misalnya 

kurangnya pengetahuan dan keterampilan (Khausar, 2012). Pengentasan kemiskinan tidaklah 

mudah dilakukan (Sihombing & Iswandi, 2022). Dengan tingkat kemiskinan yang semakin 

bertambah dibutuhkan upaya dari semua pihak terutama pemerintah untuk mengurangi tingkat 

kemiskinan melalui berbagai program yang akan dilaksanakan (Jaya et al., 2021).  

Isu kemiskinan juga dikemukakan oleh Menteri Ketenagakerjaan yang menyebutkan 

bahwa kemiskinan dan ketimpangan skill menjadi faktor terjadinya kemiskinan di Indonesia. 

Sumber daya manusia (SDM) tidak hanya ditingkatkan pada bidang pendidikan formal saja, 

namun pendidikan non formal juga penting (Ramadhani & Ritonga, 2022). Pemberdayaan 

masyarakat melalui kegiatan pemberian pelatihan keterampilan punya pengaruh besar dalam 

hal penanggulangan kemiskinian itu sendiri. Tentunya pemerintah berperan besar terutama 

sebagai fasilitator dalam program-program pemberdayaan masyarakat sebagai usaha 

menanggulangi masalah kemiskinan yang berlangsung. Pemberdayaan masyarakat dalam 

pengentasan kemiskinan mengacu pada serangkaian tindakan yang dapat membuat masyarakat 

memanfaatkan lingkungannya secara optimal yang mana nantinya akan menciptakan 

kemandirian serta kemampuan keluar dari garis kemiskinan melalui tindakan seperti 

memfasilitasi dan memotivasi masyarakat terkait oleh pemerintah. Menurut Baswir dalam 

(Budi et al.,2013), kemiskinan dikelompokkan menjadi tiga yaitu pertama kemiskinan natural 

(kondisi miskin dari awal), kedua kemiskinan kultural (kondisi di mana seseorang mampu 

mencukupi gaya hidupnya dan tidak merasa kekurangan sedikitpun), dan terakhir adalah 

kemiskinan struktural (terjadinya kemiskinan karena faktor yang disebabkan oleh masyarakat 

itu sendiri misalnya korupsi).  
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Menurut Setiadi dan Kolip (dalam Ras, 2013), ada beberapa faktor yang menyebabkan 

gagalnya suatu program penanggulangan kemiskinan yaitu pertama program pengentasan 

kemiskinan cenderung berupa program bantuan sosial sehingga membuat masyarakat miskin 

selalu berharap kepada pemerintah untuk diberikan bantuan dan yang kedua adalah kurangnya 

pengetahuan tentang faktor penyebab kemiskinan karena sebenarnya kemiskinan disetiap 

wilayah itu berbeda-beda. Program pengentasan kemiskinan haruslah program yang 

berkelanjutan yaitu berupa peningkatan keterampilan masyarakat (Murdiansyah, 2014). 

Sampai saat ini kemiskinan tetap ada dikarenakan program pengentasan kemiskinan yang 

diberikan oleh pemerintah berupa bantuan sosial dalam bentuk uang tunai atau beras (Ras, 

2013), di mana bantuan tersebut tidak bertahan lama dan habis dalam waktu singkat. Oleh 

karena itu pemerintah harus benar-benar menyiapkan program yang baik untuk mengentas 

kemiskinan, salah satunya adalah Program Pelatihan seperti yang dilaksanakan oleh Unit 

Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (UPT PKPTK) kota 

Pontianak. 

Pontianak merupakan ibu kota Kalimantan Barat yang tentunya dihadapkan juga 

dengan tantangan kemiskinan. Berikut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Pontianak 4 

(empat) Tahun Terakhir.  

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat (data diolah) 

Grafik 1. Data Kemiskinan Kota Pontianak 
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Berdasarkan grafik di atas, bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Pontianak 

mengalami kenaikan dan penurunan. Namun melonjak jumlahnya di tahun 2020 yang 

sebelumnya 29.171 jiwa menjadi 30.700 jiwa dan kemudian menurun lagi jumlahnya di tahun 

2022 menjadi 29.610 jiwa. Dilansir dari bappeda.pontianak.go.id, pandemi termasuk ke dalam 

satu dari sekian banyaknya penyebab jumlah penduduk miskin di Pontianak meningkat dan 

keterampilan yang rendah dari mereka yang urbanisasi ke pontianak juga membuat intensitas 

masyarakat dengan penghasilan rendah di pontianak meningkat. Berdasarkan masalah tersebut, 

pemberdayaan perlu dilakukan utamanya untuk menciptakan individu yang memiliki 

keterampilan agar siap memasuki dunia kerja atau meningkatkan keterampilan individu yang 

memang sudah bekerja.  

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans bertugas dalam 

melaksanakan sebagian dari pada tugas pemerintah daerah dengan berdasarkan kepada asas 

otonomi serta tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja, Pemberdayaan Masyarakat dan 

Transmigrasi. Dalam menjalankan program pemberdayaan masyrakat terkait dengan pelatihan 

soft skills, Dinsakertrans provinsi kalbar memiliki UPT PKPTK di mana dalam Peraturan 

Gubernur Kalimantan Barat Nomor 78 Tahun 2022 UPT PKPTK adalah unit teknis operasional 

yang melaksanakan kegiatan teknis pelayanan dan/atau koordinasi di bidang pelatihan kerja 

dan produktivitas tenaga kerja. Jadi, UPT PKPTK menjadi fasilitator para tenaga kerja atau 

calon tenaga kerja dalam memperoleh keterampilan yang nantinya akan berguna di dunia kerja. 

Karena hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program 

pemberdayaan masyarakat oleh UPT PKPTK dalam menurunkan angka kemiskinan di kota 

Pontianak, dengan menggunakan unsur-unsur dalam implementasi program menurut David C. 

Korten dalam (Bahri et al., 2020) yang meliputi kesesuaian antara program dan pemanfaatan, 

kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian antara kelompok 

pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Teori impelementasi Korten ini diberi nama “Three 

Way Fit” (Rayyan, 2020), atau biasa juga disebut dengan “kesesuaian tiga arah”.  Oleh karena 

itu, peneliti ingin melihat program pemberdayaan yang dilakukan oleh UPT PKPTK Kota 

Pontianak sebagai pihak yang memiliki peran untuk menanggulangi kemiskinan melalui 

program pemberdayaan. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh (N Budi et al., 

2013) yang berjudul “Impelementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan 

Keterampilan Dasar (Studi di Kecamatan Tembaksari Kota Surabaya)”, di mana penelitian 

tersebut berfokus kepada pelatihan keterampilan dasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

implementasi program sedangkan penelitian ini berfokus kepada program pemberdayaan yang 

diberikan kepada masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan di kota Pontianak. 



 

Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan (J-3P), Vol. 8, No. 2, November 2023 

214 
 

II. Kajian Pustaka 

1. Implementasi 

Grindle dalam (Akib, 2010), memberikan pendapat implementasi adalah suatu proses 

mengenai kegiatan administratif yang bisa diteliti pada program tertentu. Implementasi 

program adalah proses mengenai pelaksanaan kegiatan yang untuk mencapai tujuan dari 

program yang akan dilaksanakan. Suatu proses implementasi akan dilaksanakan jika tujuan dan 

sasarannya telah ditetapkan, program atau kegiatan yang ingin dilaksanakan sudah tersusun 

dan anggaran nya sudah ada serta telah disalurkan untuk mencapai sasaran yang telah 

ditentukan.  Donald P. Warwick dalam (Andani et al., 2019), memberikan pendapat bahwa 

dalam proses implementasi suatu program ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat 

keberhasilan yaitu fakor pendorong (faciliting conditions) dan faktor penghambat (impending 

conditions). 

 

2. Program 

Program adalah rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam suatu 

implementasi, program adalah unsur yang paling utama karena program akan menjadi proses 

tercapainya suatu tujuan. Kemudian adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dari 

suatu program, masyarakat terlibat dalam program yang akan dilaksanakan sehingga akan 

membawa hasil adanya perubahan atau peningkatan dalam kehidupan masyarakat. Jika 

program tidak memberikan dampak pada kehidupan masyarakat maka program tersebut bisa 

dikatakan gagal terlaksana. Adanya unsur pelaksana, di mana pelaksanaan ini sangat penting 

karena pelaksanaan (organisasi ataupun perorangan) bertanggungjawab dalam pengelolaan 

ataupun pengawasan dalam proses pengimplementasian agar implementasi dilaksanakan 

secara efektif dan efisien, pemerintah harus melakukan tindakan yaitu menghimpun sumber 

dana dan mengelola sumber daya yang ada (Andani et al., 2019).  

Korten dalam (Andani et al., 2019), mengatakan bahwa program akan berhasil 

terlaksana jika ada kesamaan dari unsur implementasi program yaitu:  

a) Kesesuaian antara program dan pemanfaatan, artinya adalah adanya kesesuaian antara 

program yang akan dilaksanakan dengan apa yang diperlukan oleh kelompok sasaran 

(pemanfaat) 

b) Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, artinya adalah adanya 

kesesuaian antara tugas dalam suatu program dengan kemampuan yang dimiliki 

organisasi pelaksana program. 
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c) Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana artinya adalah 

adanya kesesuaian antara syarat yang ditentukan oleh organisasi untuk mendapatkan 

output dari suatu program dengan apa yang dilakukan oleh kelompok sasaran yang telah 

melaksanakan program. 

 

3. Pemberdayaan Masyarakat 

Menurut Sumodiningrat (dalam Habib, 2021), pemberdayaan masyarakat adalah suatu 

tindakan sosial dari masyarakat yang bergabung kedalam organisasi yang bertujuan untuk 

menyelesaikan permasalahan sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat ini termasuk kedalam konsep 

pembangunan ekonomi yang terdapat nilai sosial, di mana konsep pembangunan ini terdapat 

tiga paradigma yaitu pertama ditujukan kepada manusia (people centered), kedua adanya 

partisipasi (participatory), ketiga memberdayakan (empowering), dan keempat adalah 

berkelanjutan (sustainable). Pemberdayaan ini ditujukan kepada masyarakat yang lemah dan 

renta sehingga mereka perlu diberdayakan agar memiliki kemampuan untuk mencukupi 

kebutuhan hidupnya.  

Pemberdayaan bertujuan untuk mewujudkan segala perubahan sosial agar masyarakat 

memiliki kekuatan untuk memenuhi keperluan hidupnya yang bersifat ekonomi, fisik dan 

sosial. Pemberdayaan adalah strategi yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak terkait untuk 

melaksanakan pembangunan sesuai dengan asas kerakyatan, oleh karena itu pemberdayaan 

perlu dibimbing oleh pemerintah atau lembaga untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada 

kelompok masyarakat. Proses pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat jika 

dilaksanakan secara efektif dan efisien maka akan meningkatkan kesesuaian program 

pembangunan yang berkelanjutan karena masyarakat memiliki tanggung jawab. Melalui 

pemberdayaan, kelompok masyarakat diberikan dukungan agar mempunyai kemampuan untuk 

memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara optimal dan terlibat dalam proses produksi, 

ekonomi, sosial dan lingkungannya, (Yunus et al., 2017). 

 

4. Pengentasan Kemiskinan 

Menurut Brendley (dalam Kartika, 2013), kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang 

tidak sanggup untuk memenuhi keperluan hidupnya. Menurut Selo Sumarjan (dalamYunus et 

al., 2017), kemiskinan disebabkan oleh tiga faktor. Pertama faktor individual yaitu kondisi 

miskin terjadi karena seseorang tidak mempunyai modal keuangan, keterampilan, tidak ada 

kemampuan berwirausaha dan semangat untuk maju serta sulit untuk mendapatkan akses 
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pendidikan. Kedua, faktor struktural yaitu kondisi miskin terjadi karena tidak pandai dalam 

mengelola sumber daya alam maupun sumber daya manusia serta masyarakat tidak terlibat saat 

pengambilan keputusan. Ketiga, faktor budaya yaitu masyarakat tidak memiliki dukungan 

sosial untuk memanfaatkan sumber daya yang ada.  

Pengentasan kemiskinan bisa dilakukan melalui program pemberdayaan misalnya 

melalui pendidikan kewirausahaan yang bisa meningkatkan kemandirian masyarakat. 

Kemiskinan bukan hanya tentang masalah pendapatan atau ekonomi, namun juga masalah 

multidimensi berupa masalah perumahan, keterbatasan akses produktif, dan rendahnya 

pembangunan manusia, (Sukidjo, 2009). Dalam menentukan kemiskinan, ada beberapa 

indikator untuk mengukur kemiskinan yaitu bisa diukur dengan atau tanpa mengacu pada garis 

kemiskinan. Konsep yang mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut 

(kebutuhan untuk bertahan hidup tidak bisa terpenuhi) dan kemiskinan relatif (adanya 

kesenjangan dalam distribusi pendapatan). 

Menurut Starhm (Yunus et al., 2017), untuk mengentaskan kemiskinan maka bisa 

dilakukan dengan tiga strategi yaitu pertama pertumbuhan melalui integrasi ke dalam ekonomi 

pasar bebas, kedua membangun tatanan ekonomi baru dan ketiga melakukan pembangunan 

mandiri dengan melihat faktor kemiskinan. Selain itu, untuk mengurangi tingkat kemiskinan 

juga bisa dilakukan melalui tiga strategi yaitu pertama mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan dan pro terhadap kemiskinan, kedua pemerintahan yang baik dan ketiga 

melakukan pembangunan sosial, (Murdiansyah, 2014). 

 

III. Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode penelitian kualitatif dipilih sebagai pendekatan utama 

dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai Implementasi 

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan Di Kota 

Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pemberdayaan apa saja yang 

ada di UPT PKPTK Kota Pontianak dan bagaimana pengimplementasian program yang ada.  

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara secara tatap muka dengan 

narasumber yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang diinginkan. Teknik 

analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

berdasarkan temuan yang dihasilkan dari data tersebut.  
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Miles, Huberman dan Saldana (2014) 

1. Data collection atau pengumpulan data, pada tahapan ini peneliti mengumpulkan data 

yang didapat melalui wawancara secara langsung kepada narasumber. 

2. Data display atau penyajian data, dalam penyajian data peneliti mengembangkan 

informasi deskriptif untuk menarik kesimpulan dan kembali ke tindakan. Bentuk penyajian 

data yang biasanya digunakan pada tahap ini berupa teks naratif. 

3. Data condensation atau kondensasi data, data yang disajikan kemudian dipilih sebagai 

data yang benar-benar mengarah pada tujuan penelitian. 

4. Data conclusion atau penarikan kesimpulan, peneliti berupaya untuk menyimpulkan 

dengan menganalisis makna setiap gejala yang ditemukan di lapangan. Setelah itu, 

membandingkan dan mengkontraskannya dengan teori yang diterapkan dalam penelitian 

guna menarik kesimpulan.  

 

IV. Hasil Dan Pembahasan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di UPT Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga 

Kerja Kota Pontianak diperoleh hasil yaitu program pemberdayaannya berupa pelatihan 

berbasis kompetensi (PBK), Pelayanan Kejuruan dan Sertifikasi. 
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Tabel 1. Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) 

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) 

No Jenis Kompetensi 

1 Las 

2 Otomotif Kendaraan Roda 2 dan 4 

3 Listrik 

4 Bisnis dan Manajemen 

5 Teknologi Informatika dan Komunikasi 

6 Produktivitas Roti dan Kue 

 

Tabel 2. Pelayanan Kejuruan 

Pelayanan Kejuruan 

No Jenis Kompetensi 

1 Fashion Tecnology (Menjahit dan Tata Rias) 

2 Pariwisata (Barista) 

3 Refrigerasi (Service AC dan Kulkas) 

 

Tabel 3. Sertifikasi 

Sertifikasi 

No Jenis Pelatihan Bidang Kompetensi 

1 Pelatihan Ahli K3 Umum 

1) Pelatihan Auditor SMK3 

2) Pelatihan Ahli K3 Kimia 

3) Pelatihan Ahli K3 Listrik 

4) Pelatihan Ahli Muda K3 Lingkungan 

Kerja 

2 
Sertifikasi Tenaga Kerja di 

Ketinggian & Bangunan 

1) Sertifikasi Petugas P3K 

2) Sertifikasi Hiperkes Dokter dan Paramedis 

3 

Operator Boiler, Forklift & 

Genset 

 

1) Pelatihan Operator Boiler Kelas 1 

2) Pelatihan Operator Boiler Kelas 2 

3) Pelatihan Operator Forklift 

4) Pelatihan Operator Genset 

5) Sertifikasi dan Pembinaan Pemadam 

Kebakaran 
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Berdasarkan teori yang diambil yaitu implementasi program di mana dalam teori ini 

terdapat 3 indikator yaitu: 

 

Kesesuaian Antara Program Dan Pemanfataan 

Untuk melaksanakan pelatihan pihak UPT melakukan TNA (Training Need Analysis) 

dengan cara menyebarkan kuesioner kepada perusahaan-perusahaan dengan maksud mencari 

tahu apa saja yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja, kemudian di analisis apa yang 

diperlukan oleh perusahaan, jika sudah mendapatkan hasilnya maka selanjutnya adalah 

melaksanakan program sehingga menghasilkan output yaitu adanya kesesuaian antara dunia 

kerja atau industri dengan apa yang diperlukan oleh kelompok pemanfaat. TNA dilaksanakan 

dengan skema periode tahunan (mencari teori proses TNA), selama satu tahun pihak UPT 

PKPTK akan melaksanakan TNA ke DUDI (Dunia usaha dan Dunia Industri) dimana proses 

TNA ini dilakukan pada satu perusahaan di setiap wilayah yang dilakukan selama tiga hari. 

Setelah mendapatkan hasil TNA maka selanjutnya UPT PKPTK akan membuat sebuah 

program sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Program pelatihan ini akan 

selalu ada namun untuk jumlah peserta akan menyesuaikan anggaran yang tersedia.  

Menurut Tovey (dalam Kristina, 2013), dalam proses TNA dilakukan beberapa proses 

yaitu, dokumentasi masalah, investigasi masalah, merencanakan keperluan analisis, pemilihan 

teknis analisis, melakukan analisis dan analisis data. Proses TNA yang dilakukan oleh UPT 

PKPTK Kota Pontianak selaras dengan teori yang kemukakan oleh Tovey. Berdasarkan teori 

yang dikemukakan oleh Korten yaitu adanya kesesuaian antara program dan pemanfaatan 

bahwa UPT PKPTK Kota Pontianak menjalankan program pemberdayaan berupa pelatihan di 

mana program ini sangat diperlukan oleh masyarakat untuk meningkatkan keterampilan. 

 

Kesesuaian Antara Program Dengan Organisasi 

Program yang dilaksanakan berupa pelatihan di mana tempat pelaksanaanya disebut 

dengan UPT PKPTK (Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja) sehingga organisasi ini 

menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya yaitu memberikan pelatihan kepada masyarakat 

yang ingin mencari kerja. Pelatihan yang ada di UPT PKPTK Kota Pontianak ini untuk orang 

yang ingin mencari kerja dengan maksud memberikan pelatihan agar memiliki keahlian 

sehingga memudahkan dalam mencari pekerjaan jika sudah memiliki skill atau kemampuan 

kemudian pelatihan ini juga diberikan kepada tenaga kerja yang ada di perusahaan dengan 

tujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.  
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Sebelumnya tempat pelatihan ini tidak berada di UPT PKPTK Kota Pontianak 

melainkan langsung di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota 

Pontianak yang disebut dengan LKI (Latihan Kerja Industri). Sebelum berubah menjadi UPT 

PKPTK nama sebelumnya adalah BLK (Balai Latihan Kerja) kemudian karena ada arahan 

kebijakan dari Kementerian Tenaga Kerja bahwa harus lebih fokus terhadap program pelatihan, 

penempatan tenaga kerja, memperluas kesempatan dan meningkatkan produktivitas sehingga 

namanya diubah menjadi UPT PKPTK (Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja) 

sebelumnya tempat pelatihan ini sudah vakum selama dua tahun namun kembali dibuka karena 

memang pelatihan ini sangat diperlukan untuk para pencari kerja yang memerlukan 

keterampilan serta perusahaan yang juga memerlukan tenaga kerja yang memiliki kemampuan 

atau kompetensi. Selain pelatihan berbasis kompetensi, UPT PKPTK Kota Pontianak juga 

memiliki program sertifikasi uji kompetensi setelah lolos dari uji sertifikasi maka para peserta 

bisa menggunakan sertifikasinya ke luar negeri sehingga mereka bisa mendapatkan 

penghasilan yang lebih tinggi. 

 

Kesesuaian Antara Kelompok Pemanfaat Dengan Organisasi Pelaksana 

UPT PKPTK Kota Pontianak dikhususkan untuk orang-orang yang ingin mencari 

pekerja dengan syarat: 

a) Bukan mahasiswa atau para pelajar yang sedang melakukan pendidikan formal.  

b) Memiliki kartu AK1 atau kartu kuning yang dibuat di dinas ketenagakerjaan 

Kabupaten atau Kota. Kartu kuning ini disebut dengan kartu pencari kerja 

Untuk yang mengajar pelatihan adalah para pegawai di UPT PKPTK Kota Pontianak 

yang disebut sebagai instruktur yang dididik kurang lebih enam sampai tujuh bulan di pusat 

sehingga sudah berkompeten untuk menjadi pengajar. Jika tidak ada instrukturnya maka pihak 

UPT PKPTK Kota Pontianak akan mencari instruktur dari luar. 

Untuk pelaksanaan program tersebut ada bantuan biaya dari pemerintah pusat dan 

daerah, di mana pelaksaan program menyesuaikan dengan anggaran yang ada. UPT PKPTK 

Kota Pontianak telah dievaluasi selama dua tahun, setelah dua tahun lamanya akhirnya 

pemerintah kembali memberikan anggaran pada pertengahan tahun 2023 sehingga pelatihan 

baru dibuka kembali pada bulan oktober namun sementara baru untuk satu kelas saja yaitu 

otomotif kendaraan sepeda motor. UPT PKPTK Kota Pontianak vakum dikarenakan adanya 

perubahan organisasi, kemudian dibuka kembali namun bekerjasama dengan tiga perusahaan 

yang dilaksanakan di UPT PKTPTK Kota Pontianak di mana tiga perusahaan ini masing-

masing membuka satu workshop sebagai berikut: 
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a) Workshop Mekanik (Las) dengan PT. ANTAM (Aneka Tambang TBK)  

b) Workshop Listrik dengan GAPKI (Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia) 

c) Workshop Otomotif dengan PT. WHW (Well Harvest Winning) 

 

Jika ingin mendaftar pelatihan maka pendaftarannya bisa dilakukan secara online 

melalui operator siap kerja dan bisa juga secara offline dengan langsung datang ke UPT 

PKPTK Kota Pontianak. Dalam setiap skema atau bidang pelatihan ada satu kelas yang berisi 

16 (enam belas) orang. Pelatihan yang ada di UPT PKPTK Kota Pontianak ini untuk orang 

yang ingin mencari kerja dengan maksud memberikan pelatihan agar memiliki keahlian 

sehingga memudahkan dalam mencari pekerjaan jika sudah memiliki skill atau kemampuan 

kemudian pelatihan ini juga diberikan kepada tenaga kerja yang ada di perusahaan dengan 

tujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.  

Selain pelatihan, UPT PKPTK Kota Pontianak juga ada program sertifikasi uji 

kompetensi yang telah bekerja sama dengan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi). Dinas 

Ketengakerjaan menyiapkan satu aplikasi yaitu Siap Kerja, aplikasi ini bisa diunduh di 

playstore, aplikasi ini sangat bermanfaat karena memudahkan orang-orang yang ingin mencari 

pekerjaan. Program pelatihan ini tentunya bisa membantu dalam menurunkan tingkat 

kemiskinan di Kota Pontianak karena dengan program pemberdayaan bisa meningkatkan skill 

atau kemampuan masyarakat sehingga masyarakat bisa mencari pekerjaan sesuai kemampuan 

yang dimiliki. Menurut Moekijat (dalam Wongsonadi, 2017) program pelatihan bertujuan 

untuk: 

1) Membantu masyarakat meningkatkan keterampilan sehingga bisa bekerja lebih efektif 

dan efisien 

2) Membantu masyarakat meningkatkan pengetahuan  

3) Membantu masyarakat dalam meningkatkan profesionalisme dalam bekerja 

 

V. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program 

pemberdayaan masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan di kota Pontianak sudah 

berjalan dengan baik hal ini bisa dilihat dari indikator kesesuaian antara program dan 

pemanfaatan, kesesuaian antara program dengan organisasi, serta kesesuaian antara kelompok 

pemanfaat dan organisasi pelaksana. Bentuk implementasi program pemberdayaan masyarakat 

untuk menurunkan angka kemiskinan di kota Pontianak difokuskan kepada para pencari kerja 

dengan bentuk pemberdayaan berupa Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), Pelayanan 
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Kejuruan dan Sertifikasi dengan tujuan untuk memberi kemudahan dalam mencari pekerjaan. 

Oleh karena itu, dengan bekal skill yang telah diperoleh melalui program pemberdayaan di 

UPT PKPTK Kota Pontianak dapat memberi kemudahan untuk bersaing di dunia kerja. Selain 

itu, pelatihan ini juga diberikan kepada tenaga kerja yang ada di perusahaan dengan tujuan 

untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. 

Agar program pemberdayaan yang dilakukan oleh UPT PKPTK di kota Pontianak dapat 

berjalan dengan efektif, Pemerintah harus mendukung program pemberdayaan tersebut dengan 

memberikan anggaran khusus untuk pelaksanaannya. Program ini bisa membantu masyarakat 

untuk meningkatkan keterampilan agar mudah dalam mencari pekerjaan sehingga bisa 

meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kemandirian ekonomi. Pemerintah diharapkan 

supaya dapat lebih informatif dan komunikatif kepada sasaran program atau khalayak agar 

kuota program pelatihan dapat terpenuhi sehingga ke depannya banyak yang mendaftarkan diri 

dan mengetahui bahwa ada tempat pelatihan yang disediakan pemerintah. 

Dalam penelitian ini, peneliti membahas implementasi program pemberdayaan 

masyarakat yang diadakan oleh UPT PKPTK berdasarkan indikator kesesuaian yang 

dikemukakan oleh Korten. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna 

dan masih banyak hal yang dapat diteliti lebih lanjut. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat mengkaji lebih dalam mengenai program pemberdayaan yang bertujuan untuk 

menurunkan angka kemiskinan serta faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi suatu 

program, serta model-model program pemberdayaan masyarakat yang telah 

diimplementasikan di daerah lain. 
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